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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJAN CJ DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA9

Menimbang a' bahwa Rencana Pembangpnan Jangka Pmljang

Daerah disusun dalam rangka mendukung
telwujudnYa efektivitas, ensiensi, dm1 sinergjtas

penYelenggaraan pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

b. bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2)

Undang-Undang Nc)mor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangp.nan Nasional Jo. Pasa1
264 aYat (1) Undang-Undang Nomor 23 %hun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimmla. telah
beberapa kali diubah7 terakhir dengan Undang_
Undang Nc)mor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Un(lang–Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang7 rencana pembangunUI jangka
panjang daerah ditetapku1 dengan Peraturan Daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangm1
dimaksud dalmn hurrlf a dan

sebagaimana
huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
PembanWnan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025.
2045;

1

J/4 qX



Mengingat 1. Pasal 18 aYat (6) Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
l'ingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten PullArakarta
dan Kabupaten Subang Dengan Mengpbah Undang_
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 312 Tambahan
I'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2004 tentang
Slstem Perencanaan Pembangpnan Nasional
(I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nc)mor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 1) ;

Undang-Undmlg Nomor 25 Tahun

4. Undang-Undang Nc)mor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Inmbaran Negara Republik
Indonesia TaIlun 2014 Nomol- 244 J Tambahm1
l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 %hun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara.
Republik Indonesia TaIlun 2023 Nomc)r 41

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6856) ;

Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentmlg
Rencana Pembangpnan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nc>mor 1942 Tambahan
l'embaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangpnan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tallun 2025_
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2024 Nomor ) Tambahan ]xmbaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nom(.)r ) ;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARI'A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
le Daerah Kabupaten Yang selanjutnya disebut Daerah

adalah Daerah Kabupaten Purwakarta

2. Pemedntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penYelenggara Pemerintahan Daerah yang

memlmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
lnenjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. PembanWnan Daerah adalah adalah usaha yang

sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat J kesempatan ke4a7
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelaYanan publik dan daya saing daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

5. Rencana Pembangpnan Jangka Panjang Daerah
Yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun

6' Rencana PembanWnan Jangka Menengah Daerah2
Yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
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terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirn.ya
masa jabatan Bupati.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

pembanWnan Daerah untuk periode I (satu) tahun.

Kebijakan umum anggaran pendapatm1 dan belanja
daerah Yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidulg
pendapatan, belanja7 dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahu1.1.

Prloritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program

pnoritas dan patokan batas maksimal anggaran
Yang diberikan kepada Perulgkat Daerah untuk
setlap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kelja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

7.

8.

9.

BAB II
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)

(2)

(3)

(4)

Arah PembanWnan Daerah periode tahun 2025-

2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi
pedoman dalam penyusunan RPJMD_

RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) J menjadi
pedoman dalam penyusunan RIOD.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1

menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan
proWam calon Bupati dan WakE Bu.pad.

Pasa1 3

( 1 ) Dalam rangka menjaga kesinambungan
pembanWnan dan untuk menghindarkan
kekosongan rencana Pembangpnan Daerah) Bupati

Yang sedang menjabat pada akhir tahu.n
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JabatannYa9 menWSUn RKPD untuk tahun pertama
pedode jabatan Bupati berikutnya.

RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), digpnakan

sebagai pedoman dahn penyusunan Rancangan
KUA dan PPAS.

(2)

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RPJPD Tahun 2025-2045

sistematika sebagai berikut :

disusun dengan

a, BAB 1 PENDAHULUAN

b. BAB II GAMBARAN
DAERAH

UMUM KONDISI

c. BAB III PERMASALAHAN DAN
STRATEGIS DAERAH

ISU

d. BAB rv

e. BAB V

VISI DAN MISI DAERAH

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN
POKOK DAERAH

[ BAB VI PENUTUP

(2) Uraian substansi RPJPD Tahun 2025_2045
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantu.m
dalam Lampiran Yang merupakan bagjm1 tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN E.VALUASI

Pasal 5

(1)

(2)

Pemerintah Daerah melakukan pengendahan dan
evaluasi terhadap pelaksan.aan RPJPD .

Tata cara pengendahan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJPD sebagaimmla dimaksud pada
aYat (b2 dilaksanakan berdasarkm1 ketentua.n

peraturan perundang-undangan.
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BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
a.

hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa substansi yang dirumuskan2 tidak
sesua1 dengan peraturan perundang-undangan;
dan

C. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku
RPJPD kurang dad 7 (tujuh) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud
pada aYat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana
alam9 goncangan politik, krisis ekonomi, kon£lik

soslal budaYa9 gangWan keamanan, pemekaran
Daerah, atau perubahu1 kebijakan nasional.

(3)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pulwakarta Nomor 66 %hun 2023 tentang
Rencana PembanWnan Daerah Kabupaten Purwakalta
Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66), dinyatakan masih
berlaku sepanjang mengatur mengenai dokumen

perencanaan Tahun 2025 dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai
diundangkan.

berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

penWndangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannYa dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwak.ad_a

pada tanggal ao S©F£eMbeq ICM\

Aq

Ill::"
Diundangkan di PUIwakarta

pada tanggal 2D Septa'nter 2ULZt

SEKRdTARIS

"”""tr
DAERAH

PURWAKARTA}

NO li GRAHA

LEMBARAN fERAH KABUPATEN
NOMOR REG 1 'RASI
PROVINSI JA' BARAT

PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

PembanWnan daerah merupakan pelwujudan dad pelaksanaan
ur11san pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian
integral dad pembangpnan nasional sebagaimana diunanatkan dalam

Pasal 258 AYat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemedntahan Daerah J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 2 Ta.hun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.. Hal ini memili Id makna

bahnu pemedntahan daerah melaksanakan pembang}man sebagaj
bentuk perwujudan dad pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannYa sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimihh.

Pelaksanaan pembanWnan daerah merupakan bagjan yang tak
terpisahkan dad kerangka pembangunan nasiona1. Dalam

pelaksanaannYaJ pembanWnan daerah harus sine@ dan mendukung
pencapalan target pembanWnan nasional, sehingga dapat diwujudkan
tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembanWnan daerah diawali dengan penyusunan

rencana sebagai permulaan dari siklus perencanam1 pembangunan
Berdasarkan Pasal 260 AYat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah J sebagaimana telah diubah beberapa kaM

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang N(.)mor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Keqa Menjadi Undang-Undang J daerah sesuai dengan
keuenangannYa menWsun rencana pembangpnan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangpnan nasiona1. Pemedntah

daerah haTus menWsun dan menetapkan Rencana Pembangpnan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD} untuk pembanWnan 20 tahun, Rencana

PembanWnan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangpnan 5
(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk
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pembanWnan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana PembanWnan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah

dokumen perencanaan pembangpnan daerah yang merupakan

penjabaran dad ViSi, misi, arah kebgakan2 dan sasaran pc)kok
pembanWnan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dHI rencana tata ruang
wilaYah- RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045 memilikI nilai

strate©s di dalam peFencanaan pembanWnan daerah sebab menjadi
pedoman dalam perumusan ViSi, misi2 dan prog,ram bagi calon kepala

daerah, sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 265 Ayat (1) Undang_
Undang Nomor 23 %hun 2014 tentmlg Pemerintahan Dae I-ah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_un.dang

Nc)mor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nc)mor 2 Tahun 2022 tentang Cibta Kerja Menjadi
Undang-Undang. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Purwakall'a Tahun 2025
- 2045 (iijabarkan Ieba1 Ianjtlt tiap 5 (lima) tahtlr=annya ke dalam RPJMD
selama 4 (empat) periode.

RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025_2045 disusun dengm1
pendekatan proses, melipUti pendekatan teknobatis2 partisipatif2 politis2

dan atas-bawah (top-down) serta bawah-ata, (bottom-up)2 d,nga„
mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor_

faktor internal dan eksternal Yang berpengaruh secara langsung maupun
tldak langsung terhadap pembanWnan daerah. Selain pendekatan
sebagaimana tersebut diatas, penyusunan RPJPD juga dilakukan melalui
pendekatan holistik9 tematik7 integratif dan spasial agm. dokumen RPJPD
Yang disusun dapat mengakomodir semua kebijakan pada aspek
pererlcanaan pembangXlnan sei'ara mah.o.

PembanWnan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan

urusan pemerintahan yang telah diserahkm1 ke daerah sebagai bagian
lntegral dad pembanWnan nasional sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 258 AYat (2) Undang-Undang Nc)mor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang. Hal ini memihkI makna

bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembang}man sebagai
bentuk perwujudan dad pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
ke%enangannYa sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimHiki

Pelaksanaan pembanWnan daerah merupakan badan yang tak
terplsahkan dad kerangka pembangunan nasional. Damn

pelaksanaannYa7 pembanWnan daerah harus sinergi dan mendukung
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pencapalan target pembanwnmr nasional9 sehingga dapat dimjudkal.
tujuan bernegara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas> maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana
PembanWnan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR G
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